
PENE{APAN PEI{GGOI,ONGAN DAIT STATUS PEITGCiUITAAN RUMAH DINAS
DA.ERAH GOLONGAN I MILIK PEMERINTAH XAAUPATEN TAITA TORAJA

BUPATI TIINA TORAJA

PROVINSI ST'LAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR: 1 --.'.

TEITTANG

BUPATI TAITA IrORA'A,

bahwa rumah dinas daerah merupakan Barang Milik daerah
yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian
untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah kabupaten tana Toraja
sehingga perlu ditertibkan dan didayagunakan melalui
Penetapan Penggolongan dan status Penggunaar Rumah
Dinas Daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daeral, yang mengamanatkan bahwa Bupati
menetapkan Status Penggunaan Golongan Rumah Dinas
Daerah:
balwa berdasarkar pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Penggolongan dan Status
Penggunaar Rumah Dinas Daerah Golongan I Milik
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,€mbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telal ,,\
beberapa kali diuban terak}rir dengan Undang-Undangll.
Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan!r
Pemerintah Pengganti UndanyUndang Nomor 2 Tahun /
2022 ter,tang Cipta Keda menjadi Undang-Undang /
(L€mbaran Negara Republik Indonesia Ta}un 2O23 Nomor Z
41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);

Menimbalg : a.

b.

c.

Mengingat : 1.

2.



3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2014 ter,talrg
Kabupaten Tana Torqja Di Provinsi Sulawesi Selatar
(L€mbaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor
333, tambahan tembaran Negara republik Indonesia Nomor
TOaa);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Bararlg Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 142, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, tambahan L€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana tela! diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 tahun 2024 ter|t3f.g Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahur, 2O2O
tentang Pedoman Teloeis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten ?ana Toraja Nomor 4 Tahun
2Ol5 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Tora-ja nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4ja Nomor 10 Talun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengal Peratural Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU : Menetapkan penggolongan dan status penggunaal rumah dinas

daerah golongan I milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja(/
sebagaimana rercantum dalam lampiran Kepurusan Bupati in(
dan merupakan bagian yarg ridal< terpisaikan.
Apabila barang milik daerah berupa rumah dinas daerah milik I
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak digunakan sesuai /
fungsinya, maka wajib diserahkan kembali kepada Bupati Tana I
Toraja melalui pengelola barang milik daerah.

KEDUA



KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tora,ja.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
tanggal 1l I ,, ri .---

UP

TOUBEG

Tembusan:
. Ketua DPRD Kabupaten
. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
. Inspektur Kabupaten Tana Tora.ia;
. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Torqja;
. Masing-masing Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang.
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